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SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR Y& TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI SEMARANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaaan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, disebutkan
pada intinya apabila masih terdapat masyarakat miskin
dan tidak mampu diluar data yang bersumber dari Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) maka jaminan kesehatannya menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah setempat;

bahwa sehubungan dengan adanya penambahan
ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi VI RUANG
LINGKUP PELAYANAN Huruf A Angka 11 Peraturan
Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Daerah di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu
untuk merubah Peraturan Bupati Semarang Nomor 7
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang ;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1652);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 . Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063};

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4761) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5197);



22.

23.

24.

25.

26

27.

28.

29,

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah {Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 17 Tahun 2008 ientang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1});



Menetapkan

32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13
Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 10} ;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 7
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN
SEMARANG.

Pasall

Ketentuan Lampiran I Angka Romawi VI RUANG LINGKUP PELAYANAN
Huruf A Angka 11 dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013
Nomor 7) diubah sehingga Angka Romawi VI RUANG LINGKUP PELAYANAN
berbunyi sebagai berikut :

VI. RUANG LINGKUP PELAYANAN.

A. Pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan / atau tidak mampu

melalui

Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan

Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM) di Kabupaten Semarang, meliputi :

1. rawat Inap kelas IIl (tiga) di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
Tingkat I sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di Pemberi
Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I;
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11.

12.

13.

14.

rawat jalan termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) di semua
Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);

pemberian Pelayanan Rawat Inap kelas III di Pemberi Pelayanan
Kesehatan (PPK) Tingkat II = dan / atau Pemberi Pelayanan
Kesehatan (PPK) Tingkat III atau Rumah Sakit Pemerintah dan
Rumah Sakit Swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerja
Sama (PKS) pelayanan pasien Program Jaminan Kesehatan Daerah
(JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan / atau
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;

konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan ;
penunjang diagnostik kecuali sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

tindakan medis ;

operasi kecil dan sedang ;

operasi khusus dan besar harus dengan rekomendasi Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan/atau Rumah Sakit Umum
(RSU) Swasta ; :

pelayanan rehabilitasi medis ;

. perawatan Intensif (ICU), hanya diberikan kepada pasien yang telah

dilakukan pelayanan rawat inap di kelas III (tiga) ;

pemberian obat dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pelayanan obat yang diberikan di luar Pemberi Pelayanan
Kesehatan (PPK) tidak termasuk dalam beban yang ditanggung
oleh Pemerintah Kabupaten Semarang ;

b. jenis obat yang diberikan adalah obat generik, bila obat yang
diperlukan tidak tersedia obat generiknya, maka digunakan obat
sesuai Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Askes untuk tahun
yang berlaku;

c. jenis obat anastesi yaitu :

1) ISOFLURAN inj

2) PROPOFOL inj

3) KETAMIN inj

4) BUPIVACAINE HCL inj

d. jenis obat tetes mata yang diberikan dan tidak terdapat dalam
Generik maupun Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) yaitu :

1) CENDOC LFX TM
2) CENDO OPTHALGON TM
3) CENDO FLOXA TM
4) CENDO HERVIZ SM
5) CENDO TROPIN 1% TM

e. ketentuan peresepan obat rawat inap :

1) obat dan cairan diresepkan secara one day dose dispencing ;
2) obat pasca rawat inap diberikan paling banyak 5 (lima) hari.
3) penggunaan Obat Life Saving dengan Maximal

- Albumin : 1Fls

- ABUInj : 3Vial

- ATSInj : 3Vial

pelayanan Darah dapat diberikan dengan ketentuan paling banyak 4

(empat) Kantong Darah;

bahan dan alat kesehatan habis pakai :

- Pen dan Screw ditanggung dengan ketentuan paling banyak

Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
patologi anatomi jaringan.



B. Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung atau tidak dijamin dalam
Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan
Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM )
adalah sebagai berikut :

1. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

2. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika ;

3. general Check Up ;

4. operasi caesar yang bukan dengan alasan medis ;

S. operasi jantung ;

6. prothesis ;

7. hemodialysa yang ke 5 (lima) ;

8. peserta dengan kemauan sendiri pindah dari/ ke kelas perawatan
diluar kelas III (tiga) ;

9. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan

tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah :

10. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya
mendapatkan Kketurunan, termasuk bayi tabung, pengobatan
impotensi.

11. pelayanan kesehatan pada keadaan Force majeur ;

12. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial ;

13. pasien yang telah mendapatkan jaminan kesehatan atau asuransi
lainnya ;

14. transportasi rujukan pasien ;

15. efek minuman keras dan Narkoba;

16. tindakan Bunuh Diri;

17. pemulasaraan jenazah;

18. transportasi pemulangan jenazah.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal &/ - 65 - 20rs




